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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari beberapa penjelasan masalah penelitian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

akibat kegagalan developer dalam menyelesaikan pembangunan dan 

menyerahkan properti sesuai dengan perjanjian pada prinsipnya telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum 

preventif diwujudkan melalui pengaturan hak-hak konsumen sebagaimana 

diatur dalam Pasal 4, serta kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 yang 

mewajibkan pelaku usaha beritikad baik, memberikan informasi yang 

benar, dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

Selain itu, Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga 

melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang merugikan 

konsumen, sehingga memberikan perlindungan terhadap posisi konsumen 

dalam perjanjian, termasuk dalam Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) 

yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 

11/PRT/M/2019. Perlindungan hukum represif diberikan melalui ketentuan 

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur 

tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian 
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yang dialami konsumen, serta Pasal 45 yang memberikan hak kepada 

konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi maupun non-

litigasi. Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan hukum tersebut 

belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi 

konsumen KPR, karena masih terdapat ketidakseimbangan posisi tawar 

antara konsumen dan developer, sehingga konsumen seringkali berada 

dalam posisi yang lemah dalam menuntut pemenuhan hak-haknya. 

2. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen KPR akibat kegagalan 

developer dalam memenuhi kewajibannya dapat ditempuh melalui jalur 

non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi meliputi musyawarah, mediasi, 

rekonsiliasi dan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6. Namun 

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 383/Pdt.Sus-

BPSK/2020/PN Btm, sengketa antara konsumen dan developer yang 

bersumber dari Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) dikualifikasikan 

sebagai sengketa wanprestasi perdata, sehingga berada di luar kewenangan 

BPSK dan menjadi kewenangan peradilan umum. Dengan demikian, 

apabila sengketa dikualifikasikan sebagai sengketa perdata kontraktual, 

maka mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat adalah melalui 

Pengadilan Negeri. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi konsumen Kredit Pemilikan Rumah (KPR), disarankan untuk lebih 

berhati-hati dan cermat sebelum melakukan perjanjian dengan developer, 

khususnya dalam menelaah Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB). 

Konsumen perlu memahami secara jelas klausula mengenai kewajiban 

developer, jangka waktu pembangunan dan penyerahan rumah, serta 

ketentuan pembatalan perjanjian dan pengembalian dana. Selain itu, 

konsumen juga perlu memastikan legalitas proyek perumahan dan kesiapan 

administratif developer sebelum melakukan pembayaran agar terhindar dari 

kerugian di kemudian hari. 

2. Bagi developer perumahan, diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya 

dengan itikad baik serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan 

transparan kepada konsumen. Developer seharusnya tidak mencantumkan 

klausula baku yang merugikan konsumen dan wajib memastikan bahwa 

seluruh persyaratan teknis serta legalitas proyek telah terpenuhi sebelum 

memasarkan perumahan dengan skema KPR, guna memberikan kepastian 

dan perlindungan hukum bagi konsumen. 

3. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, disarankan untuk memperkuat 

pengawasan terhadap kegiatan developer perumahan serta memberikan 

kejelasan pengaturan mengenai batas kewenangan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) dan peradilan umum dalam menangani 
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sengketa konsumen KPR. Penguatan regulasi dan konsistensi penerapan 

hukum diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum 

bagi konsumen. 

4. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan dapat menerapkan hukum secara 

konsisten dan berkeadilan dalam menangani sengketa antara konsumen dan 

developer, khususnya dalam menentukan kualifikasi hukum sengketa. 

Penentuan forum penyelesaian sengketa yang tepat diharapkan mampu 

memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang optimal bagi 

konsumen KPR. 
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